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ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk 

Indonesia, menimbulkan dampak negatif pada seluruh sektor ekonomi, kesehatan, 
pariwisata, pendidikan bahkan ketenagakerjaan yang mengarah kepada kebijakan 

hukum. Hal tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan 

oleh pengusaha yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Banyak perusahaan yang 

tidak dapat beroperasional sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerugian 

dan terpaksa harus melakukan PHK. Hal ini berdampak pada meningkatnya 

jumlah pengangguran dan kemiskinan. 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perlindungan 

hukum oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yogyakarta terhadap 

pekerja atau buruh yang terkena PHK namun tidak mendapatkan hak-hak pekerja 

dan pesangon dalam pandangan Maqāṣid asy-Syari’ah dan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode field research yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung atau lapangan di SPSI Yogyakarta. 

SPSI Yogyakarta merupakan organisasi serikat swasta di Yogyakarta yang 

dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta 

melindungi hak, dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara 

deskriptif komparatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan 

jelas. Kemudian disimpulkan secara deduktif. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan Maqāṣid asy-
Syari’ah  pekerja/buruh harus mendapat perlindungan jiwa (an-nafs), 

perlindungan harta (al-mal), dan menuntut haknya terhadap perusahaan yang 

melakukan PHK. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana 

keduanya sama-sama melindungi hak, yang membedakan adalah dalam 

pandangan  Maqāṣid asy-Syari’ah perlindungannya lebih menekankan pada akad 

perjanjian, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja/buruh 

yang di PHK wajib mendapatkan  hak-hak nya. Upaya SPSI Yogyakarta dalam 

memperjuangkan hak pekerja kepada perusahaan dilakukan dengan musyawarah 

mufakat yang menghasilkan keputusan bahwa perusahaan tidak mampu 

memenuhi seluruh hak pekerja karena terdampak oleh pandemi yang merupakan 
keadaan memaksa (force majeure) dan adanya fluktuatif dalam keuangan 

sehingga pekerja tidak mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan 

pekerja terpaksa menerima keputusan perusahaan serta tidak melaporkan gugatan 

Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Dinas Ketenagakerjaan karena melihat 

kondisi Covid-19 yang tidak memungkinkan. 

 

Kata Kunci: Covid-19, Hukum Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), Force Majeure, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

Yogyakarta, Maqāṣid asy-Syari’ah. 
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ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic that has hit almost all countries in the world, 

including Indonesia, has had a negative impact on all sectors of the economy, 
health, tourism, education and even employment leading to legal policies. This is 

the Termination of Employment (PHK) carried out by employers caused by this 

pandemic. Many companies are unable to operate properly so that they suffer 

losses and are forced to lay off. This has an impact on increasing the number of 

unemployment and poverty. 

The problem in this research is how the legal protection efforts by the All 

Indonesia Workers Union (SPSI) Yogyakarta against workers or workers who are 

laid off but do not get workers' rights and severance pay in the view of Maqāṣhid 

Asy-syarī'ah and Law No. 13 of 2003 about Employment. The research method 

used in this study is using the field research method, namely research conducted 
directly or in the field at SPSI Yogyakarta. SPSI Yogyakarta is a private union 

organization in Yogyakarta formed from, by, and for workers, which is free, open, 

independent, democratic, and responsible in order to fight for, defend, and protect 

the rights and interests of workers and improve the welfare of workers and their 

families. This study uses a comparative descriptive analysis method, which 

describes all the existing problems clearly. Then concluded deductively. 

The results of this study explain that in the view of Maqāṣhid Asy-syarī'ah 

workers / laborers must receive life protection (an-nafs), property protection (al-

mal), and demand their rights against companies that do layoffs. This is in 

accordance with the Manpower Act where both protect rights, the difference is 

that in the view of Maqāṣhid Asy-syarī'ah the protection emphasizes more on the 
contract agreement, while in the Manpower Act, workers/labourers who are laid 

off are obliged to obtain the following rights. her rights. SPSI Yogyakarta's efforts 

to fight for workers' rights to the company were carried out through consensus 

deliberation which resulted in the decision that the company was unable to fulfill 

all workers' rights because it was affected by the pandemic which was a force 

majeure and fluctuating financial conditions so that workers did not get the rights 

according to the work agreement. and workers were forced to accept the 

company's decision and did not report the Industrial Relations Dispute (PHI) 

lawsuit at the Manpower Office due to the impossibility of Covid-19 conditions. 

 
Keywords: Covid-19, Labor Law, Termination of Employment (PHK), Force 

Majeure, All-Indonesian Workers Union (SPSI) Yogyakarta, 

Maqāṣhid Asy-syarī'ah. 
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MOTTO 

 

“ Berusaha sebaik mungkin yang aku bisa. Jika kelak hasilnya tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan, setidaknya aku gagal atas pilihanku sendiri. 

Aku tidak gagal karena mengikuti pilihan orang lain, telah mencoba sebaik-

baiknya yang kubisa. Aku telah belajar sedalam-dalamnya pengalaman. ” 

IF WE NEVER TRY, WE NEVER KNOW :’ 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala 

karunia-Nya. 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Ibu, Ayah, Kakak, Adik, keluarga 

beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya. 

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do’a dan semangat nya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.  

A. Konsonan Tunggal 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alīf Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh k dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س 

 Syīn Sy es dan ye ش 

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ
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HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

  

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دَةُ   Ditulis Muta’addidah مُتعََد ِّ

ة   دَّ  Ditulis ‘Iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila Tā Marbūṭah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

كْمَة    Ditulis Ḥikmah حِّ

زْيةَ    Ditulis Jizyah جِّ

 

2. Bila Tā Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَة الأوَلِّيَاءُ 
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3. Bila Tā Marbūṭah hidup dengan Ḥarakat Fatḥah, kasrah dan Ḍammah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-Fiṭr زَكَاةُ الفِّطْرِّ 

  

D. Vokal Pendek 

 Fatḥah Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـِ

 Ḍammah Ditulis U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fatḥah+Alif 

لِّيَّة    جَاهِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

2 
Fatḥah+ Ya’ mati 

 تنَْسَى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 
Kasrah+ Ya’ Mati 

يمْ    كَرِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 
Ḍammah+ Wawu mati 

 فُرُوْض  

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Furūḍ 

  

F. Vokal Rangkap 

     1 
Fatḥah+ya’ mati 

 بيَنْكَمُْ 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

      2 
Fatḥah+ Wawu mati 

 قوَْل  

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘) 
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 Ditulis A’antum أأَنتْمُْ  1      

 Ditulis La’in Syakartum لئَِّنْ شكََرْتمُْ  2      

  

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan Al. 

 Ditulis al-Qur’ān ألَقُْرْآنُ 

 Ditulis al-Qiyās القِّْياسَُ 

  

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā السَّمَاءُ 

 Ditulis as-Syams الشَّمْسُ 

  

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).  

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

يْ الفُرُوْضِّ   Ditulis Żawȋ al-furūḍ ذوَِّ

السنَُّةِّ أهَْلُ   Ditulis Ahl as-Sunnah 

  

K. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

hiyadah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat 

limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan 

skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Ekonomi 

Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar 

kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa’at-Nya 

di Yaumul Akhir, Aamiin. 

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah 

telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul “Kebijakan Pemutusan 

Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penyusun sadar dalam proses 

penyelesai skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa 

dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya. 
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3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum 

Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum 

Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik 

yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun 

sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi 

6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan 

yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

7. Bapak dan Ibu  Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen 

Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah 

yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal 

perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penyusun ini tidak akan ada 

apa-apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa 

bermanfaat bagi segala pihak. 

8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, karena telah 

memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun. 
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9. Nurpati “Ibundaku”, Nafsir “Ayah Naff”, kekasih hati yang dengannya 

bersama selalu mendukung Rafiah, Terimakasih atas segala limpahan kasih 

sayang, doa yang tak kunjung henti, dukungan, motivasi, serta segala wujud 

cinta kasih saying. “cintaku padamu tidak mengenal garis finish.” 

10. Kakak dan Adik yang sangat aku cintai, Khairul Rijal, Pebri dan Aulia 

Ananda. Terimakasih untuk selalu ada disisiku, membimbing aku, berdiri 

bahu-membahu dan menyeka air mataku. Kalian adalah “hadiah” dari Allah 

SWT melalui ibu untuk aku.  

Kalian adalah “sahabat pertamaku”. I love you both forever and always. For as 

long as  I live.    

11. Kepada keluarga besar Mama dan Papa yang telah memberikan saya motivasi 

dan bantuan selama saya menempuh perkuliahan di Yogyakarta. “Terima 

kasih atas ikatan keluarga yang sangat erat dan selalu hangat”  

12. Bapak Santoso, S.H., selaku Dewan Majelis Permusyawaratan Organisasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yogyakarta, sebuah penghargaan 

besar bagiku boleh bekerjasama dan melakukan penelitian dengan SPSI. 

Motivasi yang mungkin tanpa sadar selalu beliau beri membuatku terus maju 

berkarya dalam penyusunan penulisan skripsi saya. “Blessing!”     

13.  My “saksi” sahabat se-dari mahasiswa baru sertaa beberapa posisi dan fungsi 

sebagai warna-warni hidupku, Maulidiyah Fitriyatus Shalihah dan Ika Ratna. 

Aku bersyukur mengenal kalian bestiee, kita sebahagia ituu duluu menikmati 

masa-masa kuliahh kemana-mana sering bareng. Ga ada batas, ga punya sekat. 

Tetap jelas terus ya, bestiee.. Love you, Sista!  
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sebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya selama 

masa perkuliahan di Fakultas Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Teman-teman yang menjadi sahabat di kala suka serta menjadi saudara di saat 

duka, “Thank’s untuk tali persaudaraan, perhatian dan doa-doa kalian semua, 

Love you guys” 

15. Seluruh teman, kakak, dan adik organisasi Daerah Keluarga Mahasiswa 

Sulawesi Selatan (KAMASULSEL) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

telah menjadi penyemangat dan saling merangkul satu samalain dalam suka 

dan duka di tanah rantau (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge). “Bersyukurlah 
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dan selalu merangkul satu samalain” Rangkul hangat cium maniss 

KamaSulsel. 

16. Kepada teman-teman Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, Organisasi 
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Saipul Salim selaku Ketua Umum, Kanda Zulafif Senen selaku Ketua Bidang 
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masa jabatan kepengurusan 2019-2020. Bang Erwin, Ka Imam, Ka Fatur, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

2 Maret 2020 saat Indonesia pertama kali dilanda pandemi Covid-19 yang 

diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan 

Agus Putranto.1 Pada 10 April 2020 penyebaran kasus Covid-19  di Indonesia 

mencapai seluruh provinsi. Hampir seluruh negara di dunia terkena pandemi 

corona virus diasease 2019 (Covid-19) termasuk negara Indonesia. Melihat 

terus melonjaknya penyebaran Covid-19 berdampak pada beberapa aspek di 

Indonesia, Presiden Republik Indonesia menerbitkan keputusan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana non alam penyebaran kasus 

Covid-19 sebagai bencana nasional.2 

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang melanda hampir seluruh 

negara di dunia. Covid-19 sangat berdampak pesat di semua sektor terutama di 

bidang kesehatan dan ekonomi. Kematian akibat virus yang membahayakan 

dan cepat menular, penyakit Covid-19 dapat merasakan gejala yang cukup 

memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan yang paling membahayakan 

lagi yaitu Covid-19 tanpa gejala yang tidak dapat dirasakan oleh sebagian 

orang sehingga membuat masyarakat cemas dan masyarakat lebih memilih 

untuk tinggal di rumah. Kondisi demikian menyebabkan aktivitas manusia 

 
1  Syahidah Izzata Sabilla, “Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 

Tahun Berlalu” https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-

kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu, akses 29 Oktober 2022.  

 
2  “Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) 

Sebagai Bencana Nasional” https://peraturan.bpk.go.id, akses 1 November 2022. 

https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu
https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu
https://peraturan.bpk.go.id/
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terbatas akhirnya menyebabkan lumpuhnya perekonomian bangsa. Hal ini 

berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai bidang usaha 

yang meliputi bidang pariwisata, transportasi, perhotelan dan usaha terkait 

lainnya.3  

Hal ini pula berdampak pada hal ketenagakerjaan, yaitu menurunnya 

pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan. Akibatnya beberapa pengusaha 

mengalami kesulitan dalam mengatur keuangannya termasuk dalam membayar 

hak normatif pekerja seperti upah dan hak lainnya. Untuk megurangi kerugian 

maka pengusaha memberlakukan beberapa kebijakan diantaranya merumahkan 

pekerja dan melakukan PHK. 

Pekerja atau buruh yang mengalami PHK  akibat pandemi Covid-19 yaitu 

PT. Yogyatek, yang merupakan perusahaan textile yang beralamat di Jl. 

Sorosutan No. 11 Yogyakarta, perusahaan mem-PHK sebanyak 105 orang 

pekerja.  Adapun beberapa perusahaan yang merumahkan pekerja atau buruh 

selama pandemi Covid-19 yaitu pertama, PT. Hamzah Batik yang menerapkan 

pengurangan shift, menghapuskan kerja lembur dan mengurangi jam kerja 

kepada 243 orang pekerja pada bulan April 2020 s.d akhir 2021. Kedua, Abadi 

Hotel Malioboro, surutnya pengunjung mengakibatkan perusahaan melakukan 

sistem rolling atau incase/shift pada pekerja sebanyak 40 orang. Ketiga, Hotel 

Matahari memiliki pekerja sebanyak 67 orang, 30 orang diantaranya 

mengundurkan diri karena alasan  terlalu lama dirumahkan dan mendapat shift 

kerja yang sedikit. Keempat, Manna Kampus mempunyai 41 orang pekerja 

 
3 Moh. Muslim, “PHK di Masa Pandemi Covid-19” Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.23 

No.3 (2020), hlm. 1. 
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yang dirumahkan pada bulan April 2020 s.d September 2021 karena alasan 

kurangnya konsumen mengakibatkan omset perusahaan tidak stabil. 

  Data ini didapatkan dari organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) Yogyakarta. SPSI adalah organisasi serikat swasta di Indonesia yang 

diakui pemerintah sejak Kongres SPSI ke-2 tahun 1985 di Jakarta. Dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 104 

ayat (1) menyebut: 

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/buruh”4, 

Serikat Buruh atau Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, 

oleh, dan untuk pekerja, baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, 

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela, serta melindungi hak, dan kepentingan pekerja 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.5 

PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dan 

pekerja karena beberapa alasan yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja dan perusahaan/pengusaha. Hal ini terjadi karena 

adanya pemberhentian oleh perusahaan/pengusaha, habis kontrak, atau pekerja 

yang mengundurkan diri. Masalah ini berdampak pada meningkatnya 

pengangguran dan kesempatan kerja.6  

 
4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 104 ayat (1) 

5 Arsip Dokumen Sejarah SPSI. 

 
6 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 61. 
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Tujuan didirikannya serikat pekerja adalah untuk melindungi hak-hak 

pekerja, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan 

yang layak bagi pekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila terjadi 

permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja sebagai anggotanya, 

maka pengurus serikat pekerja membantu menanganinya atas nama pekerja 

dengan melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Latar belakang dari para pekerja untuk bergabung 

dalam serikat pekerja adalah untuk mencapai tujuan umum yang berkaitan 

dengan upah, jam kerja dan kondisi kerja.7 

Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan sebatas 

keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan 

antisipatif dari serangan luar, tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus 

merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal: makmur dan 

adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan 

pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada 

mereka termasuk juga dalam masalah perekonomian.8  

Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai 

tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila pekerja meninggal dunia, 

jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, adanya putusan pengadilan atau 

 

7 Dian Kusumawardhani, “Serikat Pekerja: Kenali Tujuan dan Fungsinya| HR Note 

Indonesia”,https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https//id.hrnote.asia/person

nel-management/serikat-pekerja-201118/&ved=2ahUKEwjC5MDwhpzyAhWWUn0KHb4i 

AIQQFnoECDoQAg&usg=AOvVaw0K4oyUza3Intxaf571-Cdf&cshid=168241880021, akses 7 

Agustus 2021. 

8 M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Isla, Alih bahasa, Muhadi Zainuddin, cet.ke-1 

(Jakarta: UII Press, 2000), hlm. 53. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https//id.hrnote.asia/personnel-management/serikat-pekerja-201118/&ved=2ahUKEwjC5MDwhpzyAhWWUn0KHb4i%20AIQQFnoECDoQAg&usg=AOvVaw0K4oyUza3Intxaf571-Cdf&cshid=168241880021
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https//id.hrnote.asia/personnel-management/serikat-pekerja-201118/&ved=2ahUKEwjC5MDwhpzyAhWWUn0KHb4i%20AIQQFnoECDoQAg&usg=AOvVaw0K4oyUza3Intxaf571-Cdf&cshid=168241880021
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https//id.hrnote.asia/personnel-management/serikat-pekerja-201118/&ved=2ahUKEwjC5MDwhpzyAhWWUn0KHb4i%20AIQQFnoECDoQAg&usg=AOvVaw0K4oyUza3Intxaf571-Cdf&cshid=168241880021
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penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetep, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi, 

pihak yang mengakhri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, 

wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh 

sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.9  

Perusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan 

pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama (PKB). Akan tetapi, sebelum mem-PHK, perusahaan wajib 

memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut. Perusahaan juga 

dapat menentukan sanksi yang layak tergantung pada jenis pelanggaran, dan 

untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan surat penghentian 

penyidikan perkara (SP3) secara langsung atau langsung memecat. Hal ini 

diatur dalam peraturan perjanjian kerja perusahaan masing-masing. 

Salah satu bentuk transparansi serta perhatian pemerintah yang 

dituangkan dalam ketentuan itu adalah kewajiban untuk memberikan atau 

berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang pergantian hak. 

Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian 

diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan.10 

 
9 R. Joni Bambang S. Hukum Ketenagakerjaa, cet.ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

hlm. 300. 

 
10 Pasal 156 ayat (1), Pasal 160-169. 
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PHK dan pengunduran diri oleh pekerja atau buruh mempunyai hak-hak 

yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Peraturan mengenai hak akibat 

pemutusan hubungan kerja diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu 

tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan 

kerja.11 Hak-hak pekerja yang terkena PHK terdiri atas uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (namun jika pekerja/buruh 

melakukan pelanggaran/kesalahan berat, maka pekerja/buruh hanya berhak atas 

uang penggantian hak).12. Apabila mengundurkan diri, maka yang diterima 

oleh pekerja/buruh hanyalah uang pengantian hak.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, 

meneliti dan menuliskannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul 

“Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Studi 

Kasus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana upaya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Yogyakarta dalam 

memberikan perlindungan kepada pekerja yang terkena Pemutusan 

 

11  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih 

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 40 ayat (1). 

12 Erizka Permatasari , “Hak Pekerja Yang Terkena PHK Dan Yang Mengundurkan Diri”, 

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2066. Akses 1 Maret 2021. 

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2066
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Hubungan Kerja ditinjau dari Undang-Undang  Ketenagakerjaan Nomor 13 

tahun 2003? 

2. Bagaimana perspektif Maqāṣid asy-Syari’ah terhadap Pemutusan Hubungan 

Kerja akibat pandemi Covid-19 dalam studi kasus Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak 

dicapai pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh 

yang terkena pemutusan hubungan kerja  

b. Untuk mengetahui konsep upaya perlindungan pekerja atau buruh yang 

dilakukan SPSI Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 

dan Maqāṣid asy-Syari’ah dalam pandangan hukum islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah 

khazanah keilmuan terkait kebijakan terhadap Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dan memberikan pandangan terhadap faktor-faktor umum 

yang dapat mempengaruhi terjadinya PHK yaitu PHK yang merugikan 
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pekerja, PHK yang merugikan pengusaha, PHK yang menguntungkan 

pekerja, PHK yang menguntungkan pengusaha dan PHK yang 

menguntungkan kedua belah pihak baik pekerja dan pengusaha ditinjau 

dari hukum positif, serta memberikan pemahaman analisis permasalahan 

dalam perspektif Maqāṣid asy-Syari’ah atas kejadian tersebut. 

b. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

baik itu pengusaha yang memutuskan hubungan kerja atau 

pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan masukan bagi pihak yang terkena pemutusan hubungan 

kerja agar hak-hak pekerja/buruh dapat terpenuhi sesuai kepepakatan 

atau perjanjian kerja dari kedua belah pihak. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis menemukan 

beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang 

diangkat dalam penulisan penelitian, diantaranya yaitu: 

Pertama, Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Pekerja Setelah 

Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Sebelum dan pada Saat Pandemi Covid-

19”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa bencana nasional pandemi Covid-19 

termasuk dalam keadaan force majeure. PHK oleh sepihak oleh pengusaha 

seringkali terjadi di masa pandemi ini, adanya ketidaksesuaian antara para 

pekerja yang di PHK sebelum dan pada saat Covid-19 mengenai pemenuhan 

hak normatif mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi para pekerja, 
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penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah force majeure dapat 

dijadikan alasan pengusaha untuk melakukan PHK dimasa pandemi Covid-

19.13  

Hasil penelitian ini yaitu, pengusaha dapat menggunakan alasan force 

majeure sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Pasal 164 ayat (1) di masa pandemi Covid-19, namun pengusaha harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Kedua, Skripsi Nikita Caesar Putri Chandra yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Pada PT. Grab Teknologi 

Indonesia”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sejak dibuatnya 

perjanjian kerja antara pekerja dan majikan dalam suatu perusahaan akan 

mengikat para pihak. Jika ikatan perjanjian dalam hubungan kerja putus akibat 

dampak pandemi Covid-19, maka pihak perusahaan/pengusaha atau pemberi 

kerja harus memberikan hak dari pekerja/buruh tersebut sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.14 

Ketiga, Skripsi Nilawati yang berjudul “Analisis Tentang Hak-Hak 

Tenaga-Kerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang 

RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaerjaan”. Hasil penelitian ini 

 
13 Ismi Hasanah, “pemenuhan hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja dimasa 

sebelum dan pada saat pandemi Covid-19,” Gorontalo Law Review, Vol. 4:1 (April 2021), hlm. 

20.  

14 Nikita Caesar Putri Chandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Pada PT. Grab Teknologi 

Indonesia”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020.  
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mengungkapkan bahwa hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan hubungan 

kerja telah dinyatakan dalam undang-undang Berdasarkan Pasal 156-157 

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 meliputi uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Bagi pekerja/buruh yang 

hubungan kerjanya diakhiri dalam masa percobaan atau hubungan kerja 

didasarkan pada Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) maka PHK 

tersebut tidak mendapat kompensasi dan cara penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui jalur pengadilan yaitu berupa pengajuan gugatan, 

pemeriksaan di pengadilan hubungan industrial, putusan hakim dan diluar jalur 

pengadilan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan 

arbitrase.15 

Keempat, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak 

Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi 

Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Studi Putusan MA Nomor 

474/K/PDT.SUS-PHI/2013)”. Dalam jurnal ini mengangkat permasalahan 

PHK di PT. Semesta Media Pratama. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 

04/G/2013/PHI.SMG tanggal 4 Juni 2013 yang dalam amar putusannya 

mensahkan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan PT. Semesta Media Pratama dan menghukum tergugat konvensi 

 
15 Nilawati, “Analisis Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Setelah Pemutusan Hubungan 

Kerja Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Skripsi 

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017. 



11 

 

untuk membayar hak-hak para penggugat konvensi berupa uang pesangon dan 

penggantian hak sesuai aturan yang berlaku. 

Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

Semarang dengan Putusan Nomor 04/G/2013/PHI.SMG kemudian diperkuat 

dengan putusan MA dengan nomor register 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 yang 

menolak permohonan kasasi PT. Semesta Media Pratama. Majelis Hakim 

memerintahkan PT. Semesta Media Pratama membayar hak-hak normatif para 

penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003.16 

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adil untuk kedua belah pihak 

yang berperkara dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Kelima, Skripsi Annisa Tassia H yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara 

No.01/G/2013/PHI.PLG)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa  

pemutusan hubungan kerja pada perkara No.01/G/2013/PHI.PLG adalah 

pekerja tidak dapat mengembalikan beasiswa hal ini bertentangan dengan pasal 

153 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan putusan hakim pada 

perkara ini yang telah memberikan keadilan kepada penggugat dan 

memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh penggugat. Tinjauan 

 
16  Ayu Ratna Hari Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang 

Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Studi Putusan MA Nomor 

474/K/Pdt.Sus-PHI/2013),” Diponegoro Law Review, Vol. 5:2 (Thn 2016), hlm. 1. 
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hukum Islam terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak, harus ada 

kesepakatan anatara pekerja dan pemberi kerja dan putusan perkara 

No.01/G/2013/PHI.PLG telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan 

dengan ayat Al-Quran dan hadits.17  

Keenam, Skripsi Lanov yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Tenaga Kerja Yang Dirumahkan dan di PHK Akibat Dampak Covid-19”. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa  pengusaha tetap wajib membayar upah 

secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetep selama tenaga kerja 

dirumahkan dalam masa Pandemi Covid-19 dan wajib memberikan uang 

pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang 

dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat dirumahkan dan di 

PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi.18 

Dari beberapa penelitian diatas membahas tentang PHK merupakan 

masalah yang kompleks karena pekerja akan kehilangan pekerjaan. 

Pengangkatan penelitian tentang PHK diatas diambil baik itu sebelum Pandemi 

Covid-19 sampai saat ini.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang di teliti penulis 

ialah berfokus pada upaya SPSI Yogyakarta dalam memperjuangkan  

pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK berdasar Undang-Undang 

 
17 Annisa Tassia H, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja 

Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara No.01/G/2013/PHI.PLG)”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017. 

18 Lanov, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan dan di PHK 

Akibat Dampak Covid-19” skripsi prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Mataram, 2020. 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perspektif Maqāṣid asy-

Syari’ah.  

 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai 

pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian 

ini. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum 

Arti perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.19   

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah perlindungan 

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiwan, 

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam 

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subjek 

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum.20  

Perlindungan hukum para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak 

 
19 Sadjipto Rahardjo, ilmu hukum (Bandung: pt. Cipta Aditya Bakti, 2014), hlm. 53. 

 
20 Tesis Hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” (Cited 2014 Dec 

11), http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli, akses 12 

Desember 2021. 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli
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asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum 

antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Teori dan konsep mengenai 

perlindungan hukum  sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini yang membahas pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena 

PHK. 

Ditjinjau dari pengertian perlindungan hukum diatas, maka 

perlindungan buruh/pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK di 

perusahaan sangat penting demi menjaga hak asasi agar tidak mengalami 

ketugian oleh kedua belah pihak antara pekerja dan majikan.  

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Berdasarkan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, 

milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik 

milik swasta maupun milik negara atau usaha-usaha sosial atau usaha-usaha 

lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.21  

Cara terjadinya PHK ada 4 (empat) macam yaitu Pertama, PHK demi 

hukum, PHK demi hukum terjadi karena alasan batas waktu masa kerja 

yang disepakati telah habis atau apabila pekerja/buruh meninggal dunia. 

Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003, perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia, 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan 

 

21Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009),   hlm. 158.   
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dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau 

adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  

Kedua, PHK oleh buruh, terjadi apabila buruh mengundurkan diri atau 

telah terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan buruh meminta di 

PHK. Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) huruf b Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003, atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya 

tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali.  

Ketiga, PHK oleh majikan, terjadi karena alasan apabila buruh tidak 

lulus masa percobaan, apabila majikan mengalami kerugian sehingga 

menutup usaha, atau apabila buruh melakukan kesalahan.22 Sanksi atau 

hukuman bagi PHK yang tidak beralasan, yaitu pemutusan tersebut batal 

dan pekerja yang bersangkutan harus ditempatkan kembali pada kedudukan 

semula atau membayar ganti rugi kepada pekerja tersebut. Dalam hal ini 

pekerja berhak memilih antara penempatan kembali atau mendapatkan ganti 

rugi.23  

Keempat, PHK karena putusan pengadilan, cara terjadinya PHK yang 

terakhir adalah karena adanya putusan pengadilan. Cara yang keempat ini 

 
22  Ibid., hlm. 161. 

 
23 G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Jakarta: 

Sinar Grafindo, 1992), hlm. 287. 
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sebenarnya merupakan akibat dari adanya sengketa antara buruh dan 

majikan yang berlanjut sampai ke proses peradilan. 

Hak-hak pekerja yang terkena PHK meliputi uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja (uang jasa), uang ganti rugi perumahan dan 

pengobatan, serta uang pisah.24 

a. Maqāṣid Asy-syarī‘ah 

Secara etimologis Maqāṣid asy-Syari’ah adalah tujuan penetapan 

syari’ah. Tujuan penetapan ini diyakini adalah kemaslahatan manusia 

sebagai sasaran syari’ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam 

Al-Qur’an maupun hadis melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan. 

Penekanan Maqāṣid asy-Syari’ah bertitik tolak dari kandungan Al-Quran 

yang menunjukkan kemaslahatan merujuk dalam Al-Qur’an Al-Ankabut 

(29): 4525 

ٱتل مآ أوُحى إلِيك من ٱلكتب وأقَم ٱلص لوة ۖ إِن   ٱلص  ل وة تنهى عن ٱلفحشاءٓ وٱل منكر ۗ  

 ولذكر ٱللّ   أكَبر ۗ وٱللّ  يعلم ما تصنعون 

Hakikat dari Maqāṣid asy-Syari’ah adalah untuk kemaslahatan 

umat. Kemaslahatan sesungguhnya yaitu kemaslahatan langsung dalam 

arti kausalitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang 

merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Tujuan konsep 

Maqāṣid asy-Syarī’ah adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan 

dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya 

 

24 Ibid,. hlm. 172. 

25 Al-Ankabut (29) : 45 
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umat Islam. Aspek yang dilindungi meliputi 3 hal: dlaruriyyat, hajiyat, 

dan tahsiniyat.26 

b. Maslahah Dlaruriyyat 

Dlaruriyyat artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus 

terpenuhi. Kebutuhan daruriyat dianggap esensial, sehingga jika kalau 

tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Asy- 

Syatibi yang termasuk kategori daruriyat adalah lima perkara yang harus 

mendapat prioritas perlindungan, yaitu: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), 

akal (al-‘aql), harta (al-mal), dan keturunan (an-nashl).27 

Perlindungan pekerja atau buruh merupakan salah satu  maslahah 

dlaruriyyat yaitu menjaga harta (al-mal), ketika  pekerja atau buruh tidak 

mendapatkan hak-haknya sebagai buruh dan tidak mendapat uang 

pesangon sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Maka hak buruh harus 

tercapai  agar mendapat kesejahteraan  sebagaimana mestinya. 

c. Maslahah Hajiyyat 

Hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan, adalah aspek-aspek 

hukum yang dibtuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, 

sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.28  

Dimaksudkan untuk menghindari keulitan atau dapat memelihara 

tercapainya lima perkara daruriyat dengan lebih baik. Jika hajiyyat ini 

 
26 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di 

Indonesia) (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 169.   

27 Ibid.,hlm. 170. 

 
28 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam ( Depok: Rajawali Pers, 2001), hlm. 248. 
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tidak diperhatikan, maka tidak sampai merusak keberadaan lima hal 

pokok diatas.  

d. Maslahah Tahsiniyyat  

Secara bahasa tahsiniyat berarti hal-hal penyempurna. Sifat dari 

tahsiniyat ini adalah menuju peningkatan martabat manusia, terutama 

dari faktor estetika. Kehadirannya akan memperindah dan 

ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena 

itu, kebutuhan ini sering dinamakan juga kebutuhan tersier.29 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung 

ditempat atau lapangan penelitian.30 Lokasi penelitian ini adalah Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. yaitu 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.31 

 

29 Ibid., hlm. 175.  

30 Prastowo Andi, Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian), (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm 183. 

 
31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

empiris dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta  

pendekatan yang dilakukan bedasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitin ini.32 Pendekatan 

empiris digunakan untuk mengungkapkan hukum yang hidup (living law) 

berada di masyarakat melalui perbuatan dan tindakan yang dilakukan 

masyarakat tersebut.33  Sedangkan penelitian undang-undang (statue 

approach) dipilih karena objek yang diteliti adalah permasalahan yang 

timbul dan dilihat dari kacamata yuridis perundang-undangan. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer, data primer merupakan data utama yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan survei yang bersumber dari penelitian lapangan yang 

dilakukan melalui wawancara kepada organisasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Yogyakarta. 

b. Data Sekunder pada penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diperoleh 

dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah 

 

32 Kornelius  Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7:1 (Juni 

2020), hlm. 23.  

33 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya: Jakad Media 

Publishing, 2020), Hlm. 20. http://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&pg= 

PA26&dq=pengertian+metode+penelitian+hukum&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj9_7qcwdHsAh

XEQ30KHb5TDHsQ6AEwBHoECAEQAg#v=onepage&q=pengertian%20metode%20penelitian

%20hukum&f=false, diakses 27 Juli 2021 pukul 20.00 WIB. 

http://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&pg=%20PA26&dq=pengertian+metode+penelitian+hukum&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj9_7qcwdHsAhXEQ30KHb5TDHsQ6AEwBHoECAEQAg#v=onepage&q=pengertian%20metode%20penelitian%20hukum&f=false
http://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&pg=%20PA26&dq=pengertian+metode+penelitian+hukum&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj9_7qcwdHsAhXEQ30KHb5TDHsQ6AEwBHoECAEQAg#v=onepage&q=pengertian%20metode%20penelitian%20hukum&f=false
http://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&pg=%20PA26&dq=pengertian+metode+penelitian+hukum&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj9_7qcwdHsAhXEQ30KHb5TDHsQ6AEwBHoECAEQAg#v=onepage&q=pengertian%20metode%20penelitian%20hukum&f=false
http://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&pg=%20PA26&dq=pengertian+metode+penelitian+hukum&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj9_7qcwdHsAhXEQ30KHb5TDHsQ6AEwBHoECAEQAg#v=onepage&q=pengertian%20metode%20penelitian%20hukum&f=false
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Undang-Undang, Al-Qur’an, buku dan jurnal yang berkaitan dengan 

kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa Pandemi Covid-19. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung objek penelitian, yang dalam hal ini adalah pengamatan 

terhadap hak-hak buruh yang terkena PHK. 

b. Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber 

yaitu pekerja atau buruh yang terkena kasus PHK di SPSI Yogyakarta. 

c. Dokumentasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan foto berupa bukti penelitian, hasil wawancara, atau 

dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Analisis terhadap data-data yang terkumpul dengan metode deduktif, 

dari fakta-fakta umum yang ditemukan akan digunakan untuk penjabaran 

secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus 

menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat 

berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data 

dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data 

terkumpulkan.34 

 

 
34 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, hlm. 199. 



21 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang 

terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab 

pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan penutup 

(BAB V). 

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, 

sistematika pembahasan, yang dicantumkan pada bab pertama sebagai 

pembuka penelitian yang mengarahkan penelitian pada bab selanjutnya. 

Bab II membahas mengenai hak-hak pekerja yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dalam peraturan Perundang-Undangan tentang 

Ketenagakerjan. Bab ini berisi teori yang akan digunakan sebagai alat untuk 

menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek 

penelitian, yakni PHK, perlindungan hukum, dan Maqāṣid asy-Syari’ah . 

Bab III berisi data lapangan berupa data deskripsi kasus faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  

Bab IV berisi pembahasan dan analisis kasus di SPSI Yogyakarta terkait 

PHK menggunakan  perspektif Maqāṣid asy-Syari’ah . 

Bab V adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini 

yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka penyusun memberi kesimpulan terhadap penelitian ini 

sebagaimana berikut: 

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi terhadap anggota buruh 

organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yogyakarta Tahun 

2020-2021 di perusahaan PT. Yogyatek, Hamzah Batik, Abadi Hotel 

Malioboro, Hotel Matahari, Manna Kampus. Kalkulasi rata-rata dari 

perusahaan PT. Yogyatek, PT. Hamzah Batik, Abadi Hotel Maliobaro, 

Hotel Matahari, Manna Kampus, selama pandemi Covid-19 perusahaan 

merumahkan pekerja atau butuh dan memberlakukan shift, dan 

pengurangan jam kerja, pekerja atau buruh yang tidak masuk bekerja maka 

tidak dibayar tidak mendapat gaji. Karena keadaan memaksa (force 

majeure) maka pekerja atau buruh tidak mendapat hak-haknya berupa gaji 

dan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 

Tahun 2003. 

2. Ditinjau dari teori perundang undangan sebagaimana tercantum dalam 

hukum ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 peristiwa PHK yang 

terjadi pada masa pandemi Covid-19 adalah bentuk force majeure. 

Sebagaimana Corona Virus telah tercatat sebagai bencana nasional, dan 

timbul diluar kekuasaan para pihak. Adapun aturan hukum yang 
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melakukan PHK dengan alasan force majeure secara teknis perusahaan 

harus melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang  termuat dalam SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. Dalam surat edaran tersebut termuat 

ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk meminimalisir  terjadinya PHK. 

Meski demikian, jika tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan dan setelah 

di rundingkan tidak menemukan kesepakatan. Maka, berkaitan dengan 

PHK ke PN atau PHI tentang tuntutan hak dan keadilan yang belum 

disepakati. 

3. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-Syari’ah terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia jika 

dijuruskan pada tujuan Maqāṣid asy-Syari’ah. Kondisi ini termasuk pada 

tingkatan ḥājiyyat. Karena dalam hal ini pemerintah melakukan PHK 

sebagai upaya untuk menghindari diri dari kesempitan. Maqāṣid asy-

Syari’ah dalam sarana ketenagakerjaan di Indonesia menyangkut tentang 

kepatutan atau kepantasan dalam menjaga kebutuhan pokok pekerja atau 

buruh dalam kehidupan umat manusia. Adapun unsur pokok Maqāṣid asy-

Syari’ah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. 

Masalah timbul berkaitan dengan bagaimana pekerja atau buruh yang 

dirumahkan selama pandemi Covid-19 yang mengakibatkan hak-hak 

pekerja atau buruh tidak terpenuhi. Mengenai hal tersebut penulis 

menggunakan Maqāṣid asy-Syari’ah sebagai  metode pemahaman, 

penggalian, dan perumusan hukum dari Al-Qur’an dan Hadis. Maqāṣid 
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asy-Syari’ah adalah salah satu metode yang relevan dalam menyelesaikan 

masalah ketenagakerjaan. 

4. Upaya SPSI dalam kebijakan PHK masa pandemi Covid-19 adalah 

mengupayakan agar tidak mem-PHK. Jika pekerja atau buruh di PHK 

maka SPSI memperjuangkan pesangon pekerja sesuai ketentuan Undang-

Undang Ketenagakerjaan. Dari ke empat (4) perusahaan diatas tidak 

memberi pesangon sesuai perjanjian kerja dan perusahaan tidak mampu 

membayar gaji full kepada pekerja atau buruh. SPSI telah melakukan 

musyawarah mufakat kepada perusahaan, hasil musyawarah tersebut 

perusahaan menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai alasan PHK 

dan atau merumahkan pekerja atau buruh. SPSI melihat kondisi global 

pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan, maka pekerja atau buruh 

tidak melakukan pengajuan ke Dinas Ketenagakerjaan.  

  Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa bahwa pandemi 

Covid-19 sangat berpengaruh di seluruh sektor di Indonesia, efek pengusaha 

dan pekerja atau buruh berdampak negative. Inilah faktor pertama yang 

sangat dirasakan oleh sektor ketenagakerjaan, hal ini  menjadikan undang-

undang cipta kerja sebagai alasan PHK dengan alasan keadaan memaksa 

(force majeure) karena waktu dirumahkan yang sangat lama sehingga 

mengakibatkan pekerja atau buruh mengundurkan diri secara sepihak. 

  Dari sisi pemerintahan, kondisi pandemi jelas akan mengurangi 

sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta meningkatnya 

biaya perdagangan yang tidak simetri. Produksi di bidang perdagangan 
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sangat rendah, ekspor dan impor dibatasi sehinggah terbatasnya produksi 

dalam dan luar negeri, sedangkan kebutusan konsumen sangat tinggi. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka penyusun memberikan saran yaitu 

sebagai berikut. 

1. Ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seringkali diikuti dengan 

konflik antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Pekerja yang di-PHK 

mencurigai atasan menekan haknya untuk mendapat uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagai kompensasi 

PHK. Di sisi lain, pengusaha menilai tuntutan pekerja/pekerja atau buruh 

berlebihan, tidak sesuai peraturan. Benturan tersebut seringkali disebabkan 

karena kurangnya pemahaman terhadap “aturan main” tentang PHK dan 

akibat-akibatnya. Padahal Undang-Undang sudah mengatur hak dan 

kewajiban masing-masing pihak.  

2. Untuk beberapa pihak perusahaan yang masih melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa adanya alasan yang akurat 

maka pekerja/buruh dapat melaporkan masalah kepada Serikat Pekerja lalu 

pihak organisasi buruh membawa perkara tersebut ke Pengadilan Hubungan 

Industrial (PHI) karena pengusaha telah melanggar perjanjian kerja bersama 

antara pekerja dan pengusaha. 

3. Untuk pemerintah perlu mengkaji kembali mengenai pemutusan hubungan 

kerja (PHK) dalam masa pandemi Covid-19 sebagaimana dituliskan pada 
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bab sebelumnya, adanya PHK pada masa Covid-19 di Indonesia beberapa 

perusahaan memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai alasan dalam 

melakukan PHK akibat Covid-19, dengan berlandas pada force majeure. 

Bahkan beberapa di antaranya mengakibatkan SE-907/MEN/PHI-

PPHI/X/2004 tentang pencegahan PHK. Payung hukum mengenai force 

majeure sebagai alasan PHK pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan 

oleh perusahaan harusnya perlu melakukan peninjauan kembali sehingga 

perusahaan tidak semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap buruh yang akan mengakibatkan jumlah PHK semakin tinggi.  
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